_ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2015,
tanggal 22 Desember 2015)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : :

a.

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan
untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, telah
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No-
mor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Penge-
naan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertamban-
gan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi tata cara pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Per-
tambangan Mineral dan Batubara, serta menin-
gkatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak,
perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Per-
tambangan untuk Pertambangan Mineral dan Ba-
tubara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Min-
eral dan Batubara;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985 ten-
tang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1994 {(Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.
03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan; :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUM! DAN
BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PER-
TAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang

dimaksud dengan:

1.

e

Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Waijib
Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan |

untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, yang
selanjutnya disebut PBB Mineral dan Batubara,
adalah Pajak Bumi dan Bangunan atas bumi dan/
atau bangunan yang berada di dalam kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha pertam-
hangan mineral dan batubara.

Penatausahaan Objek Pajak PBB Mineral dan Ba-
tubara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pendataan objek pajak, pengadministrasian objek
pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pa-
jak, penetapan, dan penagihan.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terben-
tuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia
tertentu serta susunan kristal teratur atau gabun-
gannya yang membentuk batuan, baik dalam
bentuk lepas atau padu, meliputi mineral logam,
mineral bukan logam, dan batuan.

Batubara adalah endapan senyawa organik kar-
bonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa
tumbuh-tumbuhan.

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pert-
ambangan untuk memperoleh informasi secara
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, di-
mensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya teru-
kur dari bahan galian, serta informasi mengenai
lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi konstruksi, penam-

Business Mews 58 1075-2-20 16

49



PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

10.

11.

12.

13.

14,

5

16.

17.

18.

19.

20.

bangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pen- |

gangkutan dan penjualan, serta sarana pengenda-
lian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi
kelayakan.

Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjut-
nya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberi-

-kan kepada pemegang lzin Usaha Pertambangan.

Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus, yang
selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah
yang diberikan kepada pemegang lzin Usaha Per-
tambangan Khusus,

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya
disingkat WPR, adalah bagian dari wilayah pert-
ambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pert-
ambangan rakyat.

Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang me-
miliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak
terikat dengan batasan administrasi pemerintahan
yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
Wilayah lzin Pertambangan adalah wilayah pert-
ambangan yang diberikan kepada pemegang izin
pertambangan untuk kegiatan usaha pertamban-
gan yang meliputi WIUP, WIUPK, atau WPR.
Wifayah Pertambangan Sejenis adalah wilayah
pertambangan yang telah diberikan kepada pe-
megang kontrak karya atau perjanjian karya pen-
gusahaan pertambangan batubara yang masih
berlaku.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya dis-
ingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan dalam WIUP.

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang séelan-
jutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melak-
sanakan usaha pertambangan dalam WIUPK.

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya dis-
ingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah
dan investasi terbatas.

Areal Produktif adalah areal yang kegiatan penam-
bangan yang pengambilan galian tambang.

Areal Cadangan Produksi adalah areal yang di-
manfaatkan untuk kegiatan penambangan, tetapi
belum dilakukan pengambilan galian tambang.
Areal Belum Dimanfaatkan adalah areal yang be-
lum dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan
atau areal yang sedang dilakukan kegiatan peny-
elidikan umum, eksplorasi dan/atau studi kelay-
akan. i

Areal Tidak Produktif adalah areal yang sama
sekali tidak dapat diusahakan untuk kegiatan
penambangan, atau areal yang telah selesai di-

21.

22.

23.

| 24,

25.

26.

27.

28.

29.

usahakan.

Areal Emplasemen adalah areal yang di atasnya |

dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekaran-
gan serta fasilitas penunjangnya.

Areal Pengaman adalah areal yang dimanfaat-
kan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan
usaha pertambangan.

Areal Objek Pajak Onshore adalah tanah dan/
atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara yang dikenakan PBB Min-

. eral dan Batubara, yang terdiri atas Areal Belum

Produktif, Areal Tidak Produktif, Area!l Emplase-
men dan Areal Pengaman.

Areal Objek Pajak Offshore adalah perairan lepas
pantai di dalam kawasan yang .digunakan untuk
kegiatan usaha pertambangan mineral dan ba-
tubara yang dikenakan PBB Mineral dan Batuba-
ra. : '

Areal Lainnya adalah tanah dan perairan pedala-
man (onshore) atau perairan lepas pantai (off-
shore) di dalam Wilayah. Izin Pertambangan atau
Wilayah Pertambangan Sejenis, yang tidak dike-
nakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
TAHUN 1994, dan/atau yang secara nyata tidak
dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya
oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk keg-
iatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Tubuh Bumi Eksplorasi adalah tubuh bumi di
Wilayah, |zin Pertambangan atau Wilayah Pertam-
bangan Sejenis yang sedang dilakukan kegiatan
penambangan dalam tahap Eksplorasi.

Tubuh Bumi Operasi Produksi adalah tubuh bumi
di Wilayah lzin Pertambangan atau Wilayah‘ Per-
tambangan Sejenis yang sedang dilakukan keg-
iatan penambangan dalam tahap Operasi Produk-
si.

Harga Patokan Mineral Logam, yang selanjutnya
disingkat HPM Logam adalah harga mineral logam
yang dihitung berdasarkan formula untuk peneta-
pan harga patokan mineral logam yang ditetap-
kan oleh kementerian yang menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, pada suatu titik serah
penjualan (at sale point} secara Free on Board di
atas kapal pengangkut (vessel} untuk masing-ma-
sing komoditas tambang mineral logam.

Harga Patokan Mineral Bukan Logam adalah har-
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30.

[ 31.

32.

33.

34.

36.

36.

(1)
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ga patokan mineral bukan logam yang ditetapkan
untuk masing-masing komoditas tambang dalam
1 (satu) provinsi oleh gubernur.

Harga Patokan Batuan adalah harga patokan
batuan yang ditetapkan untuk masing-masing ko-
moditas tambang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
cleh bupati/waiikota.

Harga Patokan Batubara, yang selanjutnya dis-
ingkat HPB adalah harga patckan batubara untuk
steam (thermal) coal dan coking (metallurgicai)
coal yang dihitung berdasarkan formula untuk
penetapan harga patokan batubara yang ditetap-
kan oleh kementerian yang menyelenggarakan

-sebagian urusan pemerintahan di bidang energi

dan sumber ddya mineral, pada suatu titik serah
penjualan (at sale point) secara Free on Board di
atas kapal pengangkut {vessel).

Angka Kapitalisasi adalah angka pengali tertentu
yang digunakan untuk mengonversi hasil bersih
produksi galian tambang dalam satu tahun sebe-
lum tahun pajak menjadi nilai Tubuh Bumi Operasi
Produksi. ‘

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOP, adalah harga rata-rata yang dipercleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,
atau NJOP Pengganti.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral
dan Batubara, yang selanjutnya disebut SPOP,
adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak
atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek
pajak sektor pertambangan untuk pertambangan
mineral dan batubara ke Direktorat Jenderal Pa-
jak.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB
Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut
LSPOP, adalah formulir yang digunakan oleh sub-
jék pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data
rinci objek pajak sektor pertamnbangan untuk pert-
ambangan mineral dan batubara.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selan-
jutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digu-
nakan oteh Direktorat Jenderal Pajak untuk mem-
beritahukan besarnya PBB yang terutang kepada
Waijib Pajak.

Pasal 2
Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah
bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam

(2)

(3)

{4)

(5)

(1)

{2)

(3)

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. permukaan bumi, meliputi:
1) tanah dan/atau perairan darat (onshore);
2) perairan lepas pantai (offshore); dan

b. tubuh bumi yang berada di bawah permukaan
bumi.

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau per-

airan.

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Wilayah lzin Pertambangan atau Wilayah Per-
tambangan Sejenis; dan

b. Wilayah di luar Wilayah lzin Pertambangan
atau Wilayah Pertambangan Sejenis yang di-
gunakan untuk kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara, dan terhubung secara
fisik dengan areal di dalam Wilayah lzin Pert-
ambangan: atau Wilayah Pertambangan Sejen-
is yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan ba-

tubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me-

liputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi

yang diberikan IUP, IUPK, IPR, atau izin lainnya

yang sejenis,

Pasal 3
Permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) meliputi:
a. Areal Objek Pajak Cnshore, berupa:

1) Areal Belum Produktif, terdiri atas Areal
Cadangan Produksi dan Areal Belum Di-
manfaatkan:

2) Areal Tidak Produktif;

3) Areal Emplasemen; dan

4) Areal Pengaman;

b. Areal Produktif; dan

c. Areal Lainnya.

Permukaan bumi offshore sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2} meliputi:
a. Areal Objek Pajak Offshore; dan

b, Areal Lainnya.

Tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayat (2} huruf b berupa:

a. Tubuh Bumi Eksplorasi; atau

b. Tubuh Bumi Operasi Produksi.
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(2)

(1)

(2)

{3)

(4)
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Pasal 4

Subjek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah
orang atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh man-
faat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan,
atas objek pajak PBB Mineral dan Batubara.
Waijib Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah
subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} yang dikenakan kewajiban membayar PBB
Mineral dan Batubara.

Pasal 5
Subjek pajak melakukan pendaftaran objek pa-
jak PBB Mineral dan Batubara atau Wajib Pajak
melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB
Mineral dan Batubara, dengan cara mengisi SPOP
dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap,
serta dilampiri dokuméen pendukung paling se-
dikit berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
(RKAB).
LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terp|sahkan dari
SPOP.
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ter-
diri dari SPOP PBB Mineral dan Batubara untuk
onshore, offshore, dan tubuh bumi.
SPCP PBB Mineral dan Batubara sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) untuk:
a. onshore dilampiri dengan:
1} LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore;
2) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangu-
nan Umum; dan/atau
3) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangu-
nan Khusus; i
b. offshore dilampiri dengan:
1) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Off-
shore;
2) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangu—
nan Umum; dan/atau
3} LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangu-
nan Khusus;
¢. tubuh bumi ditampiri dengan:
1) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Tubuh
Bumi; dan
2) LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian
Biaya Produksi Galian Tambang.

Pasal 6

{1) Penatausahaan Objek Pajak PBB Mineral dan Ba-

(2)

(3}

(m

(2)

(3)

{1

tubara yang berada di Areal Objek Pajak Onshore
dan/atau tubuh bumi di bawah Areal Objek Pajak
Onshore dimaksud, dilakukan oleh:

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan

wilayah kabupaten/kota atau wilayah Provinsi |

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang wilayah
kerjanya meliputi letak objek pajak; atau
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditun-
juk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak dalam hal letak objek pajak berada pada
lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan
Pajak Pratama dalam satu kébupaten/kota.
Dalam hal Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara
berada di dalam Areal Objek Pajak Onshore dan
Areal Objek Pajak Offshore, dan/atau tubuh bumi
di bawah Areal Objek Pajak Onshore dan Areal
Objek Pajak Offshore dimaksud, penatausahaan
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
yang wilayah kerjanya meliputi Areal Objek Pajak
Onshore.
Dalam hal Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara
berada di dalam Areal Objek Pajak Offshore, dan/

_atau tubuh bumi di bawah Areal Objek Pajak Off-

shore dimaksud, penatausahaan dilakukan oleh

Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk berdasar--

kan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7
Besarnya PBB Mineral dan Batubara yang teru-
tang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan Nilai Jual Kena Pajak.
Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) merupakan persentase tertentu dari
NJOP yang besarannya ditentukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2} meru-
pakan hasil penjumlahan antara NJCOP bumi dan
NJOP bangunan.

Pasal 8

NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam -

Pasal 7 ayat (3} untuk:

a. permukaan bumi merupakan hasil perkalian
antara total luas areal objek pajak yang dike-
nakan dengan NJOP bumi per meter persegi;

b. Tubuh Bumi Eksplorasi merupakan hasil
perkalian antara luas Wilayah |zin Pertamban-
gan dengan NJOP bumi per meter persegi;

¢. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan ha-
sil perkalian antara luas wilayah izin pertam-
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{2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(7)

(8)

(9):

bangan dengan NJOP bumi per meter persegi.

NJOP bumi per meter persegi sebagaimana di-

maksud pada ayat (1} merupakan hasil konversi

nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi

NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Per-

aturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi

NJOP bumi.

Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (2) untuk:

a. permukaan bumi merupakan hasil pembagian
antara total nilai bumi untuk permukaan bumi
dengan total luas areal objek pajak yang dike-
nakan:

b. Tubuh Bumi Eksplorasi ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

¢. Tubuh Bumi Operasi Produksi merupakan ha-
sil pembagian antara nilai bumi untuk Tubuh
Bumi Operasi Produksi dengan luas Wilayah
Izin Pertambangan.

Total nilai bumi untuk permukaan bumi seb-

agaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a meru-

pakan jumlah dari perkalian luas masing-masing

areal objek pajak yang dikenakan dengan nilai

bumi per meter persegi masing-masing areal ab-
jek pajak dimaksud.

Nilai bumi per meter persegi masing-masing ar-

eal objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

{4}, yang berupa:

a. Areal Belum Dimanfaatkan dan Areal Em-
plasemen, ditentukan melalui perbandingan
harga tanah yang sejenis;

b. Areal Cadangan Produksi, Areal Tidak Produk-
tif, dan Areal Pengaman, ditentukan melalui
penyesuaian terhadap nilai bumi per meter
persegi untuk Areal Belum Dimanfaatkan;

c. Areal Objek Pajak Offshore ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Nilai bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

ditentukan sebesar hasil bersih produksi galian

tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak
dikalikan dengan Angka Kapitalisasi.

Hasil bersih produksi galian tambang sebagaima-

na. dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar

pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produk-
si galian tambang atas objek pajak dimaksud.

Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak.

Pendapatan kotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) merupakan hasil perkalian antara harga

" PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(1

(2)

(3)

(4)

(5}

jual hasil galian tambang dengan hasil produksi
tertambang dalam satu tahun sebelum tahun pa-
jak.

Pasal 9
NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat {3) merupakan hasil perkalian antara
total luas bangunan dengan NJOP bangunan per
meter persegi. ;
NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi
nilai bangunan per meter persegi ke dalam kla-
sifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri (euangan mengenai kla-
sifikasi NJOP bangunan.
Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) merupakan hasil pemba-
gian antara total nilai bangunan dengan total luas
bangunan. ;
Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan jumiah nilai bangunan mas-
ing-masing bangunan.
Nilai bangunan masing-masing bangunan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4} ditentukan
sebesar biaya pembangunan baru setelah di-
kurangi penyusutan.

Pasal 10
Harga jual hasil galian tambang sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 8 ayat {9} berupa harga jual
rata-rata:
a. mineral logam;
b. mineral bukan logam;
c. batuan; atau
d. batubara,
dalam setahun sebelum tahun pajak.
Harga jual rata-rata mineral logam, mineral bukan
logam, batuan, dan batubara sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1}, merupakan rata-rata dari harga
jual yang disepakati antara penjual dan pembeli
dalam setahun sebelum tahun pajak.
Dalam hal harga jual sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dipengaruhi oleh hubungan istimewa,
harga jual dihitung atas dasar harga pasar wajar.
Dalam hal harga jual rata-rata mineral logam se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih
rendah dari pada HPM Logam rata-rata dalam se-
tahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata
mineral logam merupakan HPM Logam rata-rata
dalam setahun sebelum tahun pajak.
Dalam hal harga jual rata-rata mineral bukan lo-
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(6)

{7)

(8)

()

gam sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
b lebih rendah dari pada Harga Patokan Mineral
Bukan Logam rata-rata dalam setahun sebelum

tahun pajak, harga jual rata-rata mineral bukan |
logam merupakan Harga Patokan Mineral Bukan |

Logam rata-rata dalam setahun sebelum tahun
pajak.

Dalam hal harga jual rata-rata batuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ lebih rendah
dari pada Harga Patokan Batuan rata-rata dalam
setahun sebelum tahun pajak, harga jual rata-rata
batuan merupakan Harga Patokan Batuan rata-
rata dalam setahun sebelum tahun pajak.

Dalam hal harga jual rata-rata batubara seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d lebih
rendah dari pada HPB rata-rata dalam setahun se-
belum tahun pajak, harga jual rata-rata batubara
merupakan HPB rata-rata dalam setahun sebelum
tahun pajak.

Dalam hal galian tambang merupakan batubara
jenis tertentu, batubara untuk keperluan terten-
tu, atau batubara untuk pembangkit listrik mu-
lut tambang, HPB mengacu pada formula untuk
penetapan harga patokan atau harga batubara
yang diatur oleh kementerian yang menyeleng-
garakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral.

Dalam hal titik serah penjualan {at sale point) di
luar titik Free on Board vessel, HPM Logam seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4) dan HPB se-
bagaimana dimaksud pada ayat {7) mempertim-
bangkan besaran biaya penyesuaian HPM Logam
atau HPB yang ditefapkan oleh kementerian yang
meényelenggarakan sebagian urusan pemerintah-
an di bidang energi dan sumber daya mineral.

(10) Dalam hal harga jual produksi galian tambang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menggu-
nakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
{USD), maka harus dikonversi dalam satuan mata
uang Rupiah (Rp) berdasarkan kurs mata uang
pada tanggal 1 Januari tahun pajak sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

(11) Jenis-jenis mineral logam, mineral bukan logam

atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada ketentuan yang diatur oleh ke-
menterian yang menyelenggarakan sebagian uru-
san pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral.

Pasal 11

{1) Biaya produksi galian tambang sebagaimana di-

(2)

(3)

(4}

(5}

maksud dalam Pasal 8 ayat (7}, berupa biaya

langsung untuk:

a. pengupasan lapisan tanah;

b. pengambilan hasil produksi galian tambang;

c. pengolahan dan/atau pemurnian hasil produk-
si galian tambang; dan/atau

d. pengangkutan hasil produksi galian tambang,

dalam setahun sebelum tahun pajak.

Biaya pengupasan lapisan tanah sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) huruf a:

a. merupakan biaya untuk pengupasan lapisan |
tanah selama kegiatan operasi produksi;

b. terdiri dari biaya kegiatan penggaruan/dorong, |
gali/muat, dan/atau pengangkutan tanah dari
lokasi penggalian ke lokasi penimbunan.

Biaya pengambilan hasil produksi galian tambang

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b:

a. merupakan biaya untuk kegiatan penga’mbi- |

"lan galian tambang dengan cara yang sesuai
dengan sifat dan karakteristik galian tambang
yang bersangkutan;

b. terdiri dari biaya penggalian, penyemprotan
dengan air, penggunaan alat-alat berat (shov-
el dan bulldozer), pengerukan dengan kapal
keruk, dan/atau peledakan.

Biaya pengolahan dan/atau pemurnian hasil

produksi galian tambang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢, berupa:

a. biaya pembersihan dan pemisahan galian tam-
bang utama dari bahan galian ikutannya yang
dilakukan dengan menggunakan air, bahan
kimia (proses kimia), alat pencuci, atau sarin-
gan; dan/atau

b. biaya pembentukan ukuran/besarnya galian
tambang, yang terdiri dari biaya untuk peng-
hancuran galian tambang yang berukuran
besar menjadi. ukuran sesuai dengan ukuran
yang ditetapkan perusahaan menggunakan
mesin penghancur {crusher); dan/atau

c. biaya peningkatan kualitas hasil produksi
galian tambang.

Biaya pengangkutan hasil produksi galian tam-

bang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf

d: .

a. merupakan biaya yang terkait dengan keg-
iatan untuk mengangkut hasil produksi galian
tambang dari lokasi penambangan ke stasiun
pengumpul, pelabuhan khusus, kapal pen-
gangkut, dan/atau pengguna akhir;

b. meliputi biaya:

1} hauling dengan menggunakan dump truck,
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kereta api, tongkang, atau conveyor belt;
2) angkutan laut dengan menggunakan tong-
kang/ponton (barge), atau kapal pengang-
kut (vessel};
3) surveyor; dan/atau
4) asuransi.
Dalam hal biaya dalam laporan keuangan meng-
gunakan satuan mata uang asing, maka harus
dikonversi dalam satuan mata uang Rupiah (Rp)
berdasarkan kurs mata uang pada tanggal 1 Jan-
uari tahun pajak sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan. '

| {6)

Pasal 12

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan
besarnya pajak terutang atas PBB Mineral dan Ba-
tubara dengan menerbitkan SPPT.

{2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. SPPT untuk onshore;
b. SPPT untuk offshere; atau
c. SPPT untuk tubuh bumi.

(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dis-
ampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat min-
ggu ke-2 bulan Juni tahun pajak.

Pasal 13

{1) Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak telah me-
nyampaikan SPOP dan LSPOP ke Kantor Pelay-
anan Pajak Pratama sebelum Peraturan Direktur
Jenderal ini berlaku, SPOP dan LSPOP dimaksud
dinyatakan tidak berlaku.

{2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) harus mengirimkan kembali
SPOP dan LSPOP sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Direktur Jenderal ini kepada subjek pa-
jak atau Waijib Pajak.

Pasal 14

Bentuk formulir:

1. SPOP PBB Mineral dan Batubara, adalah seb-
agaimana ditetapkan pada Lampiran | Peraturan
Direktur Jenderal ini; ;

2. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Onshore (Kode
LO1-41), adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran Il Peraturan Direktur Jenderal ini;

3. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Offshore (Kode
LO1-42), adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran Ill Peraturan Diréktur Jenderal ini;

4. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan

Umum (Kode L02-41), adalah sebagaimana
ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur
Jenderal ini;

5. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Bangunan Khu-
sus (Kade LO2-42), adalah sebagéimana ditetap-
kan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal
ini;

6. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Tubuh Bumi
(Kade LG3-41), adalah sebagaimana ditetapkan
pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini;

7. LSPOP PBB Mineral dan Batubara Rincian Biaya
Produksi Galian Tambang (Kode LO3-42), adalah
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIl Per-
aturan Direktur Jenderal ini;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-

aturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mu- |

lai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-327/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Per-
tambangan Mineral dan Batubara, dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku. :

Pasal 16
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai
berlaku, semua petunjuk pelaksanaan yang mengacu
pada PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan un-
tuk Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Direktur Jenderal ini atau belum diganti
dengan petunjuk pelaksanaan yang baru berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015
Pit. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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